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Abstrak

Pengembangan kurikulum dalam pendidikan vokasi membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan
untuk memastikan kurikulum memenuhi kebutuhan siswa dan menanggapi tuntutan dunia kerja. Studi ini
bertujuan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7
Makassar, mekanisme kolaborasi yang diimplementasikan, serta tantangan dan strategi untuk memperkuat
keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, anggota komite kurikulum, dan
pemangku kepentingan terkait. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar melibatkan
pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan peran yang saling melengkapi. Kepala sekolah bertindak
sebagai pemimpin strategis, fasilitator komunikasi, dan mediator dalam mengelola kolaborasi. Kolaborasi
diimplementasikan melalui forum diskusi, mekanisme umpan balik, keterlibatan siswa, dan kemitraan dengan
industri. Tantangan utama meliputi ketersediaan pemangku kepentingan yang terbatas, perbedaan perspektif,
dan kompleksitas koordinasi. Penguatan kolaborasi melalui komunikasi berkelanjutan dan platform digital
berkontribusi pada pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, partisipatif, dan relevan yang selaras dengan
kebutuhan pendidikan vokasi dan pengembangan industri.

Kata kunci: Keterlibatan Pemangku Kepentingan; Pengembangan Kurikulum; Kolaborasi; Kepemimpinan
Sekolah; Pendidikan Kejuruan

Abstract

Curriculum development in vocational education requires the involvement of various stakeholders to ensure that
the curriculum meets students’ needs and responds to workforce demands. This study aims to analyze the role of
stakeholders in curriculum development at SMK Negeri 7 Makassar, the collaboration mechanisms implemented,
and the challenges and strategies for strengthening stakeholder engagement. This research employed a
qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews with the principal,
teachers, curriculum committee members, and relevant stakeholders. The data were analyzed through data
reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that curriculum development at SMK
Negeri 7 Makassar involves internal and external stakeholders with complementary roles. The principal acts as a
strategic leader, communication facilitator, and mediator in managing collaboration. Collaboration is
implemented through discussion forums, feedback mechanisms, student involvement, and partnerships with
industry. The main challenges include limited stakeholder availability, differences in perspectives, and
coordination complexities. Strengthening collaboration through continuous communication and digital platforms
contributes to the development of a more adaptive, participatory, and relevant curriculum that aligns with the
needs of vocational education and industry development.

Keywords: Stakeholder Engagement; Curriculum Development; Collaboration; School Leadership; Vocational
Education

PENDAHULUAN

Pengembangan kurikulum merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan yang
berperan dalam menentukan arah, kualitas, dan relevansi proses pembelajaran. Pada jenjang
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman
pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyiapkan lulusan yang kompeten sesuai

2051
Situs web jurnal:https://jpion.org/index.php/jpi



https://jpion.org/index.php/jpi
https://jpion.org/index.php/jpi
mailto:dini.kamilia.salma@unm.ac.id
mailto:sri.utami@unm.ac.id
mailto:auliamufidatyjihan0@gmail.com
mailto:mutianingsih657@gmail.com

Jurnal Penelitian lImu Pendidikan Indonesia
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2026, Halaman 2051 — 2061 E-ISSN : 2961 - 9386
https://jpion.org/index.php/jpi P-ISSN : 2963 - 1742

dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Kurikulum yang relevan menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kesiapan lulusan kerja sekaligus menjawab perubahan kebutuhan kompetensi
yang terus berkembang. Dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi menuntut
pengembangan kurikulum yang bersifat adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan
lingkungan. (Purnomo et al., 2025).

Perkembangan paradigma pendidikan mendorong perubahan pendekatan dalam
pengembangan kurikulum dari model sentralistik faktor pentinmenuju model yang lebih
partisipatif dan kolaboratif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah,
industri, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kurikulum
yang dikembangkan relevan dan adaptif terhadap perubahan. Partisipasi berbagai pihak dalam
proses pengambilan keputusan pendidikan memungkinkan tersusunnya kebijakan yang lebih
kontekstual, meningkatkan legitimasi program, dan memperkuat efektivitas implementasi
kurikulum (Reznikova et al., 2024).

Pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum dapat dipahami
melalui sudut pandang stakeholder engagement, yang menekankan bahwa pencapaian tujuan
organisasi memerlukan keterlibatan aktorOaktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh
terhadap proses pengambilan keputusan. Pada konteks pendidikan, pemangku kepentingan tidak
hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan
pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Sudut
pandang ini sejalan dengan Stakeholder Theory yang menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi
dipengaruhi kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki
kepentingan terhadap organisasi (Langrafe et al., 2020). Pada konteks pendidikan vokasional,
keterlibatan stakeholder menjadi penting karena pengembangan kurikulum membutuhkan
integrasi berbagai perspektif, terutama antara sekolah, peserta didik, masyarakat, dan dunia
usaha atau dunia industri.

Pendidikan vokasional memiliki karakteristik yang menekankan kesesuaian antara proses
pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di SMK perlu
memerhatikan kebutuhan kompetensi yang berkembang di masyarakat dan industri. Kolaborasi
berbagai pihak menjadi strategi penting dalam menjembatani kesenjangan antara kompetensi
yang diajarkan di sekolah dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Studi oleh Riyanto, et
al. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kolaborasi mampu
meningkatkan relevansi kompetensi lulusan, memperkuat pembelajaran berbasis praktik, dan
mendorong integrasi pengalaman industri dalam proses pembelajaran. Keterlibatan stakeholder
eksternal seperti orang tua dan masyarakat juga berkontribusi dalam memperkuat relevansi
kurikulum serta mendukung proses pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan
tujuan pendidikan. (Bobrytska et al., 2023).

Kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum tidak terlepas
dari berbagai tantangan. Hambatan utama dalam kolaborasi stakeholder diantaranya meliputi
perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya mekanisme koordinasi yang
efektif. Selain itu, dalam konteks desentralisasi pendidikan, efektivitas kolaborasi juga sangat
dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar aktor serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola
kerja sama tersebut (Rachmadio & Nugraha, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
keberhasilan pengembangan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan stakeholder,
tetapi juga oleh kualitas hubungan dan tata kelola kolaborasi yang dibangun.

Kajian tentang pendidikan vokasional menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di
SMK perlu diarahkan pada kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha
atau industri (Khomsah et al., 2025). Penentuan kompetensi lulusan yang sesuai dengan
kebutuhan dunia usaha dan industri perlu melibatkan berbagai stakeholder baik internal maupun
eksternal. Berbagai penelitian telah membahas pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan
dalam pendidikan vokasional tetapi sebagian besar kajian masih berfokus pada perencanaan
strategis sekolah (Ratnawulan et al., 2025), sinkronisasi kurikulum dengan industri (Sobari et al.,
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2023), implementasi program link and match (Khomsah et al., 2025), atau manajemen kurikulum
berbasis nilai tertentu (Kartika & Awaludin, 2025). Tetapi kajian yang secara mendalam
mengungkap bagaimana proses kolaborasi antar stakeholder dibangun, bagaimana peran masing-
masing pihak dinegosiasikan, serta bagaimana kepala sekolah mengelola hubungan antar aktor
dalam pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah masih relatif terbatas. Oleh karena itu,
penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik kolaborasi
pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar.

SMK Negeri 7 Makassar merupakan salah satu sekolah kejuruan yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan
kurikulum. Keberadaan berbagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan
kurikulum menjadikan sekolah ini sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana
kolaborasi stakeholder dibangun dan dikelola dalam pengembangan kurikulum. Pemahaman
mengenai praktik kolaborasi tersebut penting untuk mengetahui bagaimana sekolah
mengintegrasikan berbagai perspektif dan kebutuhan stakeholder dalam menghasilkan kurikulum
yang relevan dan adaptif.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian stakeholder dalam
pendidikan vokasional dengan menjelaskan bagaimana Kketerlibatan berbagai pemangku
kepentingan diwujudkan dalam proses pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Temuan
penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik
kolaborasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum serta faktor-faktor yang mendukung
terciptanya kurikulum yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan dalam
pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar, mengidentifikasi bentuk-bnetuk
kolaborasi yang dikembangkan antar pihak yang terlibat, serta mengkaji strategi yang digunakan
sekolah dalam meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses pengembangan kurikulum.
Pemahaman terhadap keterlibatan dan peran berbagai pemangku kepentingan menjadi penting
untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan terkait kurikulum dilakukan secara
partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran terkait praktik kolaborasi yang diterapkan sekolah serta upaya
yang dilakukan untuk memperkuat partisipasi stakeholder dalam mendukung pengembangan
kurikulum yang relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan
lingkungan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi pemangku kepentingan dalam
pengembangan kurikulum di Sekolah Menegah Kejuruan. Pendekatan studi kasus dipilih karena
memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi nyata
di lingkungan sekolah. Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri 7 Makassar yang dipilih
karena sekolah tersebut memiliki praktik pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam
proses pengembangan kurikulum.

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah sebagai informan kunci. Kepala
sekolah dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengambilan keputusan,
koordinasi, serta pengelolaan hubungan kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam
pengembangan kurikulum. Data diperoleh melalui in-depth-interview dengan kepala sekolah,
observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai bentuk keterlibatan
stakeholder, mekanisme kolaborasi, tantangan, serta strategi penguatan kolaborasi dalam
pengembangan kurikulum.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada tahapan yang
dikemukakan oleh Braun & Clarke (2008), yaitu memahami data, melakukan pengkodean,
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mengidentifikasi tema, menelaah tema, mendefinisikan tema, dan menyusun laporan hasil
penelitian. Proses analisis juga mengadopsi model analisis data interaktif yang meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga diperoleh temuan yang
kredibel (Miles et al., 2014). Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti melakukan
triangulasi metode melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna memberikan pemahaman yang
sistematis mengenai keterlibatan pemangku kepentingan, bentuk kolaborasi, serta strategi
penguatan partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7
Makassar melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang memiliki peran berbeda
namun saling melengkapi. Pemangku kepentingan terdiri dari pihak internal yang meliputi
kepala sekolah, guru, komite kurikulum, sedangkan pemangku kepentingan eksternal yang
terlibat adalah orang tua atau wali murid serta pihak industri. Keterlibatan berbagai pihak
tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum tidak hanya menjadi tanggung jawab
sekolah, tetapi merupakan proses kolaboratif yang membutuhkan kontribusi dari berbagai aktor
pendidikan untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dan efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sebagai pengarah
strategis dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah tidak hanya memastikan tersedianya
sumber daya yang dibutuhkan, tetapi juga memberikan legitimasi dan kewenangan kepada tim
pengembang kurikulum untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, kepala sekolah berfungsi
sebagai mediator yang menjembatani perbedaan persepktif antara pihak sekolah yang
berorientasi pada aspek pedagogis dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kebutuhan
praktis peserta didik. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kurikulum
sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola kolaborasi
antar pemangku kepentingan.

Temuan ini sejalan dengan konsep instruktional leadership yang menempatkan kepala
sekolah sebagai aktor utama dalam mengarahkan pengembangan kurikulum, mengolah sumber
daya, dan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kepala sekolah tidak hanya
bertanggung jawab terhadap aspek administratif, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa
kurikulum yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan
eskternal. Sejalan dengan hal ini, penelitian oleh Rifai, et al. (2025) yang menunjukkan bahwa
kepemimpinan instruktusional kepala sekolah berkontribusi terhadap efektivitas desain,
implementasi, dan evaluasi kurikulum melalui penguatan koordinasi dan partisipasi berbagai
pihak dalam proses pengembangannya. Temuan ini juga didukung oleh Leithwood et al. (2020)
yang menegaskan bahwa pimpinan sekolah memiliki peran penting dalam membangun visi
bersama, mengembangkan kapasitas organisasi, mengelola sumber daya, dan menciptakan
kolaborasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, melalui sudut
pandang distributed leadership menjelaskan bahwa pengembagan kurikulum yang efektif
memerlukan kepemimpinan yang kolaboratif, di mana kepala sekolah berperan sebagai
koordinator dan fasilitator yang menghubungkan pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan (Tian et al., 2016). Oleh karena itu, kapasitas kepemimpinan kepala
sekolah menjadi faktor kunci dalam menciptakan proses pengembangan kurikulum yang
artisipatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan serta tuntutan
dunia kerja.

Pihak internal lain yang terlibat dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7
Makassar adalah guru dan komite kurikulum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan
guru dalam pengembangan kurikulum merupakan sebagai perancang sekaligus pelaksana
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kurikulum. Keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum didasarkan pada pemahaman
mereka tentang karakteristik peserta didik, kebutuhan pembelajaran, serta tantangan selama
proses pembelajaran berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan
sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai curriculum maker yang berkontribusi dalam
merancang dan menyempurnakan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik dan
pengalaman pembelajaran di kelas. Priestley et al. (2022) menjelaskan bahwa guru memiliki
peran strategis dalam proses curriculum making karena mereka menerjemahkan tujuan
kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan konteks sekolah dan kebutuhan
peserta didik.

Lebih lanjut, komite kurikulum berperan sebagai wadah koordinasi yang menghubungkan
berbagai pihak dalam proses pengembangan kurikulum melalui pengintegrasian berbagai
masukan, pelaksanaan evaluasi, serta aspek-aspek yang perlu disempurnakan. Keberadaan
komite kurikulum menunjukkan pentingnya mekanisme koordinasi formal untuk memastikan
bahwa setiap masukan dari pemangku kepentingan dapat diakomodasi secara sistematis dalam
proses pengambilan keputusan. Temuan ini mencerminkan praktik distributed leadership, yaitu
pembagian peran kepemimpinan yang mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam
pengembangan kurikulum. Tian, et al. (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif
mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas implementasi kurikulum
melalui keterlibatan berbagai perspektif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Dengan demikian, komite kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga
sebagai mekanisme strategis yang memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam
menghasilkan kurikulum yang lebih relevan, adaptif, dan berkualitas.

Mekanisme Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyatakan mekanisme kolaborasi antara
pemangku kepentingan dengan guru dalam penyusunan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar
berlangsung melalui proses yang sistematis, dimlai dari pemberian arahan oleh kepala sekolah,
koordinasi melalui tim pengembang kurikulum, hingga penghimpunan masukan dari orang tua
melalui forum diskusi dan survei. Guru berperan sebagai pihak yang menerjemahkan berbagai
masukan ke dalam rancangan pembelajaran dan perangkat kurikulum, di sisi lain, kepala sekolah
memastikan ketersediaan sumber daya serta memberikan legitimasi terhadap implementasi
kurikulum. Orang tua berkontribusi dengan menyampaikan aspirasi tentang kebutuhan peserta
didik, nilai-nilai yang perlu diperkuat di lingkungan keluarga, serta harapan terhadap kompetensi
yang dibutuhkan di masa depan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi tidak
hanya berupa keterlibatan pemangku kepentingan sebagai pemberi informasi, tetapi juga
mencakup proses komunikasi, perencanaan, pembagian peran,pemberian umpan balik, dan
evaluasi secara bersama. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Arinaitwe (2021) yang
menunjukkan bahwa efektifitas kolaborasi dalam pendidikan vokasi memerlukan keterlibatan
aktor dalam perencanaan, komunikasi antarmitra, pembagian tanggung jawab,pemberian umpan
balik, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan bersama. Pada konteks SMK Negeri 7
Makassar, proses tersebut tercermin melalui koordinasi antara kepala sekolah, guru, tim
kurikulum, orang tua, dan pemangku kepentingan eksternal dalam memberikan masukan dan
menyempurnakan kurikulum. Hasil kolaborasi selanjutnya menjadi dasar untuk evaluasi dan
penyempurnaan strategi pembelajatan agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik.
Dengan demikian, efektivitas kolaborasi dalam pengembangan kurikulum tidak hanya ditentukan
oleh keterlibatan pemangku kepentingan, tetapi juga oleh adanya mekanisme koordinasi,
komunikasi, pembagian peran, dan evaluasi yang memungkinkan setiap kontribusi diintegrasikan
secara sistematis ke dalam proses pengembangan kurikulum.

Mekanisme kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7
Makassar menunjukkan pola yang tidak bersifat satu arah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
pola pengembangan kurikulum bersifat partisipatif dengan melibatkankan berbagai pihak melalui
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komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Keterlibatan kepala sekolah, guru,
komite sekolah, dan orang tua memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pespektif
sehingga kurikulum yang dihasilkan lebih kontekstual serta mampu mengakomodasi kebutuhan
peserta didik dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lau (2021) yang
menunjukkan bahwa kolaborasi dalam tim kurikulum memperkuat teacher agency, di mana guru
secara aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan kurikulum melalui interaksi dan
pengambilan keputusan bersama. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa efektifitas
kolaborasi dipengaruhi oleh budaya sekolah yang mendukung komunikasi dan kerja sama
antarpemangku kepentingan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya memberikan umpan
balik tetapi juga berkontribusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasil wawancara menjelaskan
bahwa dalam pembelajaran Project Based Learning (PjBL), orang tua berperan sebagai mentor
atau narasumber sesuai dengan bidang keahliannya. Orang tua murid juga memberikan masukan
melalui survei terkait kompetensi yang dibutuhkan siswa untuk selanjutnya diintegrasikan guru
ke dalam rancangan proyek pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjalin kemitraan
antara sekolah dan keluarga dalam pengembangan kurikulum. Boonk, et al. (2021) menjelaskan
bahwa keterlibatan orang tua yang difasilitasi olenh guru mampu membangun hubungan yang
lebih kuat antara sekolah dan keluarga serta meningkatkan relevansi pembelajaran karena
kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan lingkungan sosialnya.

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Kolaborasi

Pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar menunjukkan bahwa kepala sekolah
memiliki peran strategis dalam membangun dan mengelola kolaborasi antar pemangku
kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi
administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin kolaboratif yang membangun struktur
kerja, menetapkan pembagian peran, dan menciptakan ruang komunikasi antar guru, manajemen
sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Kepala sekolah membentuk struktur formal melalui tim
atau komite kurikulum serta memberikan mandat yang jelas kepada setiap pihak yang terlibat
agar proses pengembangan kurikulum berjalan secara sitematis.

Peran kepala sekolah merujuk pada hasil wawancara menunjukkan karakteristik distributed
leadership, yaitu pendekatan kepemimpinan yang menempatkan kepemimpinan sebagai
tanggung jawab bersama di dalam organisasi sekolah. Nawab & Asad (2026) menjelaskan
bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif tidak hanya bergantung pada kepala sekolah sebagai
individu, tetapi melibatkan berbagai aktor dalam organisasi sekolah untuk menjalankan fungsi
kepemimpinan. Perspektif ini menjelaskan bahwa kepala sekolah berperan menciptakan kondisi
yang memungkinkan guru dan anggota sekolah lainnya berkontribusi dalam proses pengambilan
keputusan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Temuan penelitian di SMK Negeri 7 Makassar memperlihatkan praktik distributed
leadership melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah
tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi membangun mekanisme partisipasi melalui
forum diskusi yang dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran. Forum tersebut menjadi ruang
bagi guru dan stakeholder untuk menyampaikan masukan, mengevaluasi kebutuhan kurikulum,
dan menyelaraskan program sekolah dengan kebutuhan peserta didik.

Sejalan dengan temuan penelitian, Meyer et al., (2020) menjelaskan bahwa kepala sekolah
memiliki posisi penting dalam membentuk kondisi organisasi yang mendukung kolaborasi.
Kepala sekolah dapat memperkuat kolaborasi dengan menyediakan kesempatan bagi guru untuk
bekerja bersama, membangun kepercayaan, serta melibatkan guru dalam proses pengambilan
keputusan. Dengan demikian, keberhasilan kolaborasi bukan hanya ditentukan oleh keberadaan
struktur formal tetapi juga oleh kemampuan pemimpin sekolah dalam membangun budaya kerja
sama.
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Pengembangan kurikulum di SMK mengharuskan kepala sekolah untuk memiliki pola
kepemimpinan yang dapat menghubungan kepentingan internal sekolah dengan kebutuhan
eksternal, terutama dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Suryanto et al. (2025) menjelaskan
bahwa kepala sekolah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber
daya, serta membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung
peningkatan mutu pendidikan. Peran tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah menjadi
penghubung antara visi sekolah dengan tuntutan lingkungan eksternal.

Kepala sekolah tidak hanya mengemban peran dalam membangun struktur kolaborasi,
tetapi juga menciptakan iklim kepercayaan (trust) antar pihak yang terlibat dalam pengembangan
kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah SMK Negeri 7 Makassar menjalankan
fungsi mediator ketika terjadi perbedaan pandangan antar stakeholder dengan memastikan bahwa
setiap keputusan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik. Peran tersebut
menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak hanya mengelola aspek administratif tetapi juga juga
membangun hubungan sosial yang mendukung keberlangsungan kolaborasi. Hal ini sejalan
dengan Meyer et al. (2020) yang menjelaskan bahwa hubungan antara kepemimpinan kepala
sekolah dan kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi, tetapi juga aspek
psikolgis dan sosial berupa collective efficacy, yaitu keyakinan bersama bahwa kelompok
mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan kepala sekolah yang aktif dalam
pengembangan staf, pembelajaran, dan penciptaan lingkungan kerja yang suportif dapat
memperkuat keyakinan kolektif serta mendorong keterlibatan guru dalam berkerja sama.

Di SMK Negeri 7 Makassar, upaya kepala sekolah dalam menyediakan ruang dialog,
membangun komunikasi, dan memperkuat keterlibatan guru menunjukkan proses pembentukan
collective efficacy dalam organisasi sekolah. Guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana
kurikulum, tetapi juga aktor yang berkontribusi dalam perencanaan, evaluasi, dan pengembangan
kurikulum. Meyer et al. (2020) juga menegaskan bahwa kepala sekolah dapat memperkuat
kolaborasi melalui penyediaan struktur pendukung, kesempatan interaksi, dan penciptaan budaya
sekolah yang memiliki visi dan tujuan bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah
dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar dapat dipahami sebagai bentuk
kepemimpinan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek distributed leadership, pengelolaan
stakeholder, dan pembangunan kapasitas organisasi sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai
pengarah visi, fasilitator komunikasi, pembangun kepercayaan, serta mediator berbagai
kepentingan sehingga pengembangan kurikulum menjadi proses bersama yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan
peserta didik dan dunia kerja.

Tantangan Kolaborasi dalam Pengembangan Kurikulum

Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar tidak terlepas dari
berbagai tantangan terutama dalam aspek koordinasi, keterbatasan waktu, serta perbedaan
perspektif antar pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan
utama yang muncul adalah kesulitan menyatukan waktu seluruh stakeholder, khususnya orang
tua dan pihak eksternal sekolah yang memiliki aktivitas berbeda. Selain itu, terdapat perbedaan
sudut pandang antara praktisi pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pedagogis dan
proses pembelajaran dengan stakeholder eksternal yang lebih berorientasi pada kebutuhan
praktis dunia kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan
kurikulum bukan hanya persoalan keterlibatan pihak-pihak terkait, tetapi juga bagaimana sekolah
mampu membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, dan menciptakan pemahaman
bersama terkait tujuan kurikulum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahzudik et al. (2018)
yang menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum SMK masih menghadapi kendala berupa
keterbatasan keterlibatan stakeholder, keterbatasan sumber daya pengembang kurikulum, serta
belum optimalnya pendampingan dalam proses pengembangan kurikulum. Dalam konteks
pendidikan vokasi, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena kurikulum SMK harus
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mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik sekaligus menjawab tuntutan dunia usaha dan
dunia industri (DUDI).

Perbedaan kepentingan antar stakeholder juga menjadi tantangan dalam membangun
kurikulum yang relevan. Guru sebagai pelaksana pendidikan memiliki perhatian terhadap aspek
pedagogis, karakter peserta didik, dan ketercapaian pembelajaran, sementara pihak industri lebih
menekankan kompetensi teknis dan kesiapan kerja lulusan. Penelitian oleh Meirani et al. (2023)
terkait penyusunan kurikulum menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder perlu dilakukan
melalui tahapan identifikasi kebutuhan, evaluasi, perencanaan, penyusunan, validasi, dan
publikasi kurikulum agar berbagai kepentingan dapat terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah stakeholder yang terlibat, tetapi juga
oleh mekanisme pengelolaan hubungan antar pihak secara sistematis.

Strategi yang dilakukan pada SMK Negeri 7 Makassar dalam mengatasi berbagai
tantangan tersebut antara lain yaitu memanfaatkan platform digital untuk memperoleh masukan
stakeholder tanpa harus selalu melakukan pertemuan tatap muka, membangun mekanisme
formal melalui komite kurikulum, serta melaksanakan pertemuan berkala dengan perwakilah
stakeholder eksternal untuk membahas evaluasi dan revisi kurikulum. Strategi tersebut
menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menciptakan pola komunikasi yang lebih fleksibel
dan berkelanjutan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ruhushandy et al. (2024) yang
menjelaskan bahwa kolaborasi guru dan stakeholder dalam pengembangan kurikulum
membutuhkan komunikasi yang terbuka, pembentukan tim pengembang kurikulum yang
inklusif, serta ruang dialog agar dapat mengakomodasi berbagai perspektif. Selain itu, penelitian
tentang kolaborasi sekolah dan industri menunjukkan perencanaan, pengorganisasian,
implementasi, dan evaluasi secara berkelanjutan agar hubungan kerja sama dapat berjalan efektif
(Kasanah et al., 2025).

Tantangan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar tidak
hanya berkaitan dengan aspek teknis koordinasi, tetapi juga menyangkut kemampuan sekolah
dalam mengelola perbedaan kepentingan dan membangun kesepahaman bersama antar
pemangku kepentingan. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai penghubung antar
stakeholder melalui penciptaan struktur komunikasi, penguatan budaya kolaborasi, dan
penyelarasan visi pendidikan sekolah. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadikan
pengembangan kurikulum sebagai proses bersama yang melibatkan guru, orang tua, komite
sekolah, dan dunia kerja, sehingga kurikulum yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan
peserta didik serta perkembangan industri.

Strategi Penguatan Kolaborasi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Kurikulum
Strategi penguatan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar
dilakukan melalui perluasan ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk
peserta didik, guru, orang tua, komite sekolah, dan dunia industri. Berdasarkan hasil wawancara,
sekolah mengakomodasi pendapat siswa melalui survei kepuasan belajar secara anonim,
pelibatan perwakilan siswa dalam forum tertentu, dan pemberian kesemoatan kepada guru untuk
memperoleh umpan balik secara langsung tentang efektivitas pembelajaran. Mekanisme tersebut
menunjukkan bahwa siswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan kurikulum, tetapi
juga sebagai sumber informasi yang memberikan seudut pandang terkait kebutuhan, minat, dan
pengalaman belajar mereka. Pendekatan ini sejalan dengan konsep student voice dalam
pengembangan pendidikan, yaitu keterlibatan peserta didik dalam memberikan masukan
terhadap kebijakan sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pembelajaran
serta mendorong kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Sejalan dengan hal
ini, studi oleh Mager & Nowak (2012) menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam
pengambilan keputusan sekolah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas
pembelajaran, motivasi, serta hubungan antara peserta didik dan institusi pendidikan.
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Penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui pelibatan stakeholder eksternal dalam
program spesifik seperti pengembangan mata pelajaran tertentu, kegiatan praktik, dan program
magang. Strategi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara sekolah dan
stakeholder dari sekedar pemberi masukan menjadi mitra strategis dalam pengembangan mutu
pendidikan. Studi oleh Gessler & Howe (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi antara institusi
pendidikan vokasi dan dunia kerja membutuhkan hubungan yang bersifat timbal balik, di mana
sekolah dan industri bersama-sama membangun pengalaman belajar yang relevan dengan
kebutuhan profesional. Dalam konteks SMK, keterlibatan industri menjadi penting karena
kurikulum harus mampu mengintegrasikan kompetensi akademik dengan tuntutan keterampilan
kerja. Penelitian oleh (Kasanah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kemitraan SMK dengan
dunia usaha dan dunia industri membutuhkan pengelolaan yang sistematis melalui perencanaan,
pembentukan tim, pelaksanaan program, serta evaluasi berkala agar kerja sama dapat berjalan
secara berkelanjutan.

Strategi lain yang dilakukan sekolah adalah membangun komunikasi berkelanjutan melalui
publikasi hasil kegiatan, penyampaian dampak program, serta pemanfaatan masukan stakeholder
sebagai bahan evaluasi kurikulum. Mekanisme tersebut berperan dalam meningkatkan
kepercayaan stakeholder karena mereka dapat melihat kontribusi nyata dari keterlibatan yang
diberikan. Penelitian oleh Meirani et al. (2023) menjelaskan bahwa pelibatan stakeholder dalam
penyusunan kurikulum SMK perlu dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan,
perencanaan, penyusunan, validasi, dan evaluasi agar kurikulum yang dihasilkan memiliki
kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan eksternal. Proses kolaboratif
tersebut memungkinkan sekolah memperoleh berbagai perspektif yang dapat memperkaya
pengembangan kurikulum.

Implikasi dari strategi penguatan kolaborasi tersebut terlihat pada meningkatnya relevansi
dan kualitas pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar. Keterlibatan siswa
membantu sekolah memahami kebutuhan kompetensi masa depan. Kolaborasi yang dibangun
mendiring perubahan peran stakeholder dari sekedar pemberi masukan menjadi mitra strategis
yang ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan. Studi oleh Hiim (2023)
menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah vokasi dan tempat kerja dapat memperkuat
relevansi pendidikan karena memungkinkan terjadinya integrasi antara pengalaman belajar di
sekolah dengan praktik nyata di dunia kerja. Pengembangan kurikulum melalui pendekatan
kolaboratif akhirnya tidak hanya menghasilkan dokumen kurikulum yang sesuai regulasi, tetapi
juga kurikulum yang lebih adaptif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik
serta perkembangan industri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di SMK Negeri 7 Makassar
merupakan proses kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan internal (kepala sekolah,
guru, komite kurikulum) dan eksternal (orang tua, dunia industri), di mana masing-masing
berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penyelarasan kompetensi, hingga
dukungan pembelajaran, sehingga kurikulum yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan
peserta didik dan dunia kerja. Kepala sekolah berperan kunci sebagai pengarah strategis,
fasilitator komunikasi, mediator, dan penggerak budaya kolaboratif melalui pendekatan
distributed leadership, meski kolaborasi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan
waktu stakeholder, perbedaan perspektif pedagogis-industri, dan kompleksitas koordinasi, yang
diatasi melalui penguatan komunikasi, pemanfaatan platform digital, pelibatan siswa, dan
kemitraan strategis dengan industri, sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih adaptif,
kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan dunia kerja.
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